BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak
tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun
2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih
leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan
serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui  peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan
masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembangunan.

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan
bernegara, mempunyai fungsi sebagai pengerak, pendorong dan
penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu
system yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung
olenh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk
jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran
sektor transportasi. Karenanya system transportasi harus
dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang
handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara
terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam
menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika
pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta
jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung
pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan
internasional yang lebih memantapkan perkembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan
Wawasan Nusantara.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD)

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) yang
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menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) yang berisikan
informasi tentang Program, Kegiatan, Lokasi Pelaksanaan
kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Renja PD Dinas

Perhubungan Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4268);

3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
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Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah menjabarkan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2017 - 2022 yang mengacu kepada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2018 yang rencana kerja, program dan kegiatan

beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan kerja Dinas
Perhubungan untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun
anggaran 2018.

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam
rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka
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Belitung Tahun 2018 adalah sebagai pedoman SKPD dalam

rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2018.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-

SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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